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Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2019 – 2023 

Title : The Influence of Regional Taxes and Levies on Local Revenue in 

Central Java Province from 2019 to 2023 

Nama : Mayang Avira Mahardani 

NPM : 231003622011045 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2019 – 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 

laporan realisasi anggaran Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2023. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier 

berganda, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji Goodness of Fit (Uji Model), uji 

hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa 

Tengah. Pada variabel retribusi daerah secara parsial menunjukan bahwa retribusi 

daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi 

Jawa Tengah. Sedangkan hasil penelitian secara simultan pajak daerah dan retribusi 

daerah berpengruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi 

Jawa Tengah. 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.
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I BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

salah satu komponen penting dalam mendukung otonomi daerah, karena 

mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya yang ada 

secara mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 

2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan pemerintah daerah 

dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menggantikan Undang 

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya 

menetapkan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah, termasuk kewenangan daerah 

dalam mengelola keuangannya sendiri melalui pajak dan retribusi yang mana 

berkesinambungan dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah 

melalui pajak dan retribusi.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah dari berbagai 

sumber yang dikelola secara mandiri oleh suatu daerah yang terdiri atas pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi 

sebagai indikator kemandirian suatu daerah, hal tersebut tercermin dalam 

kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran dan melaksanakan program – 

program dengan tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari Pemerintah 

Pusat. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar 

pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah tingkat kemandirian daerah 

tersebut.  
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Pemerintah berperan dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan yang 

menentukan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) serta melaksanakan pembangunan dan pelayanan di Masyarakat. 

Pembangunan di Jawa Tengah erat kaitannya dengan potensi ekonomi yang 

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Potensi ekonomi yang 

dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang berkontribusi dalam 

pembangunan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

Pendapatan Pajak Daerah adalah sumber potensi yang nilainya cukup besar. 

Pajak Daerah itu sendiri merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak yang telah dibayarkan oleh 

masyarakat digunakan dalam pembiayaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat 

meliputi belanja pegawai sampai pembiayaan proyek pembangunan (jalan, 

jembatan, rumah sakit, dll). 

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas 

balas jasa yang dapat dilakukan berulang kali, siapapun yang menikmati jasa 

tersebut akan dikenai retribusi. Sehingga semakin berkembangnya aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat maka semakin besar potensi retribusi daerah. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksankan otonomi daerah dengan 

menggali potensi untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. 

Kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah menuntut Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah untuk mendatangkan pemasukan dalam mencapai target anggaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

telah melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan untuk mencapai target anggaran 

pendapatan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut terlihat dari adanya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Namun tidak dipungkiri 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seiring dengan pencapaian 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Realisasi 
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Anggaran (LRA) Tahun 2019 – 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

diperoleh dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah terdapat penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang fluktuatif hal tersebut disajikan melalui data sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 

Data Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 – 2023 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun 
Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2019 11.999.332.158 11.951.919.536 121.453.464 114.861.059 14.488.333.544 14.437.914.237 

2020 12.007.135.432 11.139.173.310 93.728.474 93.279.122 14.267.084.822 13.668.282.279 

2021 12.656.260.599 11.718.378.321 90.105.999 91.634.270 15.017.805.787 14.695.474.899 

2022 13.754.458.219 13.484.851.152 109.285.847 115.158.015 16.141.754.406 16.264.618.854 

2023 15.266.021.456 13.976.642.717 133.505.332 139.377.039 17.992.953.192 17.012.509.422 

Sumber: Data LRA BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang diolah 2025 

Melalui data diatas, dapat diketahui bahwa target anggaran pendapatan dan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada 

Tahun 2019 ke 2020 target anggaran pendapatan dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan kembali 

pada Tahun 2021 s.d. 2023, namun demikian capaian realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) hanya tercapai di Tahun 2022. Target anggaran Pajak Daerah selalu 

meningkat setiap tahunnya, meningkatnya target anggaran Pajak Daerah setiap 

tahunnya tidak seiring dengan Realisasi Pajak Daerah yang mengalami fluktuasi 

setiap tahunnya, hal tersebut terlihat dari penurunan realisasi yang terjadi pada 

Tahun 2019 ke 2020 dan kemudian mengalami peningkatan kembali pada Tahun 

2021 s.d. 2023, sehingga capaian realisasi Pajak Daerah tiap tahunnya tidak optimal 

dan cenderung tidak memenuhi target anggaran Pajak Daerah. Pada Retribusi 

Daerah target anggaran yang ditetapkan cenderung mengalami fluktuasi tiap 

tahunnya, hal tersebut dijelaskan dengan adanya penurunan target anggaran dari 

Tahun 2019 s.d 2021 dan peningkatan kembali tahun 2022 dan 2023, realisasi 

Retribusi Daerah cenderung mengalami fluktuasi dengan capaian target Retribusi 

Daerah tercapai pada Tahun 2021 s.d. 2023. 

Penelitian (Mailindra, 2022) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi” menunjukan 
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bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan 

Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), selain itu penelitian (Nurazizah, 2023) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

serta Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, 

Kota Banjar, dan Kabupaten” menunjukan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak 

daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah,  berbeda dengan 

penelitian (Gulo, 2023) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2011 - 2020” yang menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  Retribusi  Daerah  

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap   Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2019 – 2023”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan target 

anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

menurun disebabkan oleh penerimaan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah yang 

tidak mencapai target setiap tahunnya. Sehingga besar penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) bergantung kepada besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, maka terdapat pertanyaan 

penelitian diantaranya: 

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023? 
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2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023? 

3. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023; 

2. Mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023; 

3. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

infromasi dalam menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya penelitian ini, dapat 

memberikan wawasan akademis terkait desentralisasi fiskal khususnya 

kebijakan pajak dan retribusi di tingkat daerah yang dapat mendukung 

kemandirian finansial dan pembangunan daerah. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Jawa Tengah. Sehingga Mahasiswa memahami lebih dalam 

tentang keuangan publik khusunya memahami lebih dalam tentang 

konsep pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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b. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah 

dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah, serta membantu dalam 

mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

c. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini menambah wawasan dan informasi 

kepada penulis, kususnya terkait pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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II BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Teori 

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan yang dikumpulkan langsung oleh pemerintah daerah, dapat 

dikendlikan, diproyeksikan, dan ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah melalui 

keputusan, prosedur, dan tidakan daerah disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(Anggoro et al., 2023).  

Menurut (Mardiani, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala 

penerimaan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut 

yang diatur oleh peraturan daerah. 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah 

dapat membangun infrastruktur ekonomi baik didaerahnya masing-masing guna 

meningkatkan pendapatannya (Mardiasmo, 2018). 

Berdasarkan dari beberapa definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, 

maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

pendapatan yang diperoleh dari potensi - potensi daerah yang terdiri atas berbagai 

komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya dan dikelola sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang harapannya dapat digunakan untuk 

pembangunan infrstruktur serta peningkatan pendapatan. 

2.1.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh 

Pemerintah Daerah secara mandiri, bukan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat. 
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Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik menyebutkan bahwa PAD 

terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu: 

1. Pajak Daerah: 

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah telah diatur 

secara rinci dalam undang-undang ini. Contohnya adalah pajak bumi dan 

bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan lain-lain. 

Pemerintah Daerah memiliki otonomi dalam menetapkan tarif dan dasar 

pengenaan pajak daerah, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Retribusi Daerah: 

Retribusi adalah pembayaran yang dibebankan kepada pihak tertentu 

sebagai imbalan atas pelayanan khusus yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Contoh retribusi daerah adalah retribusi izin mendirikan bangunan, 

retribusi pelayanan parkir, dan retribusi pemanfaatan air permukaan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah aset daerah yang dikelola 

secara terpisah dari aset daerah lainnya. 

Hasil pengelolaan kekayaan ini, seperti hasil penjualan aset atau 

pendapatan dari usaha yang dilakukan, menjadi bagian dari PAD. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: 

Selain ketiga sumber di atas, terdapat sumber PAD lainnya yang sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Contohnya adalah pendapatan dari hasil penjualan barang milik daerah, 

denda, dan bunga.  

2.1.2. Pajak Daerah 

2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut negara kepada masyarakat dengan 

tidak mendapatkan kontraprestasti langsung (Hidayati et al., 2024). Pajak daerah 

merupakan jenis pemungutan pajak yang dibagi berdasarkan kewenangannya. 

Pajak daerah adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik 

itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, kepada individu atau 
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badan usaha yang tinggal atau beroperasi di wilayah tersebut. Menurut (Hidayati et 

al., 2024) pajak daerah merupakan pajak yang dpungut untuk membiayai rumah 

tangga daerah. Selain itu, pajak daerah dipungut untuk membiayai berbagai 

kegiatan dan layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, 

seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum 

lainnya.  

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023), dari definisi tersebut 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara; 

2. Berdasarkan Undang-Undang; 

3. Tanpa jasa timba atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk; 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada Daerah untuk 

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik (Putri, 2022). 

Dari definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan bahwa pajak daerah 

merupakan iuran yang wajib dan memiliki sifat memaksa tanpa adanya imbalan 

secara langsung yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan 

Undang-Undang yang digunakan untuk pembiyaan penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dan pembangunan daerah. 
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2.1.2.2. Fungsi-fungsi Pajak Daerah 

Fungsi pajak daerah adalah peran atau tujuan utama dari pemungutan pajak 

oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Beberapa fungsi utama pajak daerah menurut (Mardiasmo, 

2023) meliputi: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksankan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di 

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untukmembiayai pembangunan, 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.2.3. Jenis – jenis Pajak Daerah 

Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah 

daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk membiayai berbagai kebutuhan 

pembangunan dan operasional, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, 

pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Menurut Pasal 4 Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah, jenis-jenis pajak dibagi menjadi jenis pajak yang dipungut 

oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut 

oleh Pemerintah Provinsi diantaranya: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  
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2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

3. Pajak Alat Berat (PAB)  

4. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)  

5. Pajak Air Permukaan (PAP)  

6. Pajak Rokok  

7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB) 

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)  

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Air Tanah (PAT)  

6. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB)  

7. Pajak Sarang Burung Walet  

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

2.1.3. Retribusi Daerah 

2.1.3.1. Pengertian Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha. Retribusi berbeda 

dengan pajak karena dalam retribusi, wajib retribusi mendapatkan imbalan 

langsung berupa jasa atau izin dari pemerintah daerah yang diberikan secara 

langsung. 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Fungsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Penerapan retribusi utamanya mendistribusikan biaya barang dan jasa sesuai 

dengan manfaat yang diterima oleh pengguna (Anggoro et al., 2023) 
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Retribusi Daerah memiliki karaktristik yang membedakan dengan pungutan 

lainnya. Ciri-ciri Retribusi Daerah diantaranya: 

1. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Daerah (Perda). 

2. Dibebankan kepada setiap masyarakat wajib retribusi, yaitu orang atau badan 

yang memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah. 

3. Orang pribadi atau badan memperoleh balas jasa secara langsung sesaat telah 

membayar retribusi. Bahkan pada beberapa retribusi, balas jasa ini bisa 

dirasakan secara individu misalnya retribusi parkir di sisi jalanan umum. 

2.1.3.2. Fungsi Retribusi Daerah 

Fungsi utama pemungutan retribusi adalah hampir sama dengan pajak, yaitu 

sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan 

pendapatan masyarakat daerah. Retribusi yang berperan sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai anggaran guna membiayai 

seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Saat 

sumber anggaran di suatu daerah telah tercukupi, maka seluruh kegiatan ekonomi 

bisa berjalan dengan baik. Fungsi lain dari retribusi adalah sebagai stabilitas 

ekonomi daerah yaitu mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan 

lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. 

(Bapenda DKI Jakarta, 2022) 

2.1.3.3. Jenis dan Objek Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah 

dikelompokan menjadi 3 jenis diantaranya: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: 

a. Pelayanan Kesehatan; 

b. Pelayanan Kebersihan; 

c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;  

d. Pelayanan pasar; dan  

e. Pengendalian lalu lintas. 

2. Retribusi Jasa Usaha 
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Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek 

Retribusi Jasa Usaha meliputi: 

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan 

tempat kegiatan usaha lainnya;  

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan 

termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;  

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;  

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;  

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;  

f. pelayanan jasa kepelabuhanan;  

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di air;  

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;  

j.  pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah 

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu. 

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi 

Perizinan Tertentu meliputi: 

a. persetujuan bangunan gedung;  

b. penggunaan tenaga kerja asing; dan  

c. pengelolaan pertambangan rakyat. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu terdapat hal dasar yag penting dalam 

pengembangan penelitian ini, karena memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai berbagai teori, temuan, dan metodologi yang telah diterapkan 

pada topik yang serupa. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya: 
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Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Wiyan Mailindra (2022) 

(Mailindra, 2022) 

 

Pengaruh Penerimaan 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi 

Jambi Tahun 2003 - 

2018 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak  Daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak daerah  dan  

retribusi  daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap   pendapatan  

asli  daerah  

2 Casroni, Hilda Kumala 

Wulandari, Dumadi, 

Yenny Ernitawati 

(2022)(Casroni, et al 
2022) 

  

Analisis Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten 

Brebes (Studi Empiris 

Kantor Bapenda 

Kabupaten Brebes 

Periode Tahun 2016-

2021) 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak Daerah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

- Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

 

3 Aulia Rahmana Putri 

(2022) 

 

Analisis Pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

DKI Jakarta Periode 

2016 - 2021 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak  Daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Retribusi Daerah secara 

parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak daerah  dan  

retribusi  daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap   pendapatan  

asli  daerah  

4 Siti Mardiani (2022) 

 

Pengaruh Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah 

Terhadap  

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak  Daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh signifikan 
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No Nama Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bogor 

Periode 2016-2020 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak daerah  dan  

retribusi  daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap   pendapatan  

asli  daerah  

5 Tiara Kencana, Aladin, 

Rosy Armaini (2022) 

(Kencana et al., 2022) 

 

Pengaruh Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Di Provinsi 

Bengkulu 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak  Daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak daerah  dan  

retribusi  daerah  

berpengaruh  signifikan  

terhadap   pendapatan  

asli  daerah  

6 Yasatulo Gulo (2023) 

 

Pengaruh Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Pemerintah 

Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2011-2020 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak  daerah  

berpengaruh  positif  

dan  signifikan  terhadap  

pendapatan  asli daerah 

- Retribusi   daerah, 

berpengaruh  positif  

dan  signifikan  terhadap  

Pendapatan  asli  daerah 

- Pajak daerah  dan  

retribusi  daerah  

berpengaruh  positif  

dan  signifikan  terhadap   

pendapatan  asli  daerah  

 

7 Muhammad Iqbal, Iseu 

Anggraini, Sendy 

Setyana (2023) (Iqbal et 

al., 2023) 

 

Pengaruh Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung 

Barat Tahun Anggaran 

2014 - 2021 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- Pajak Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

- Retribusi Daerah 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

8 Melaisya Nurazizah 

(2023) (Nurazizah, 

2023) 

Variabel 

Independen: 

Analisis 

Regresi  

Data Panel 

- Efektivitas dan 

Kontribusi pajak daerah 

berpengaruh negatif 
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No Nama Peneliti Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

 

Analisis Pengaruh 

Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) serta 

Tingkat Kemandirian 

Daerah di Kabupaten 

Tasikmalaya, Kabupaten 

Ciamis, Kota Banjar, 

dan Kabupaten 

 

Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak 

Daerah (X1) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

- Tingkat 

Kemandirian 

Daerah 

 

 

 

terhadap pendapatan asli 

daerah 

- Efektivitas pajak daerah 

dan kontribusi pajak 

daerah tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

tingkat kemandirian 

daerah 

9 Nina Sakinah, Siti 

Nuridah , Bella Puspita 

Audina (2023)  (Sakinah 

et al., 2023) 

 

Pengaruh Pemungutan 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2017-2022 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi Data 

Panel 

- Pajak  Daerah  

berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

- Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

- Pajak daerah  dan  

retribusi  daerah  

berpengaruh positif dan  

signifikan  terhadap   

pendapatan  asli  daerah  

 

10 Syalom Kondoj,Rocyke 

Pangkey, James 

Manengkey (2024)  

 

Pengaruh Pajak Dan 

Retribusi 

Daerahterhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

(Studi Kasus Pada Kota-

Kota Di sulawesi Utara 

Tahun 2013-2022) 

Variabel 

Independen: 

- Pajak Daerah 

(X1) 

- Retribusi 

Daerah(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Pendapatan 

Asli Daerah (Y) 

Analisis 

Regresi Data 

Panel 

- Pajak Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah 

dan  

- Retribusi Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah 

Sumber: Disarikan dari berbagai penelitian tahun 2025. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Rumusan Hipotesis 

2.3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.3.1.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pusat dan Daerah, pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Pada tingkat provinsi, penerimaan pajak daerah diatur dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Penerimaan pajak daerah tingkat provinsi dapat mencakup pajak 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, 

pajak rokok, dan pajak lain-lain yang menjadi elemen penting dalam membiayai 

operasional dan pembangunan daerah. 

Pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan asli yang bisa dikelola 

langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui badan pendapatan 

daerahnya mampu menggali potensi dan mengoptimalkan penerimaan pajak agar 

berfungsi sesuai tujuannya (Hidayati et al., 2024). Hal ini memungkinkan 

pemerintah daerah memperoleh dana untuk menjalankan pembangunan, pelayanan 

publik, dan pemeliharaan infrastruktur. Pajak daerah pada tingkat provinsi 

memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Peningkatan pajak daerah diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara signifikan, yang pada akhirnya dapat mendukung program 

pembangunan di tingkat provinsi.  

Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan memiliki 

korelasi yang positif. Meningkatnya penerimaan dari pajak provinsi, seperti pajak 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dll, berpotensi 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi, sehingga memberikan dana 

yang lebih besar untuk pembangunan dan layanan publik di tingkat provinsi.  

Berdasarkan penelitian (Gulo, 2023)bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar 

penerimaan Pajak Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang didapatkan, sehingga semakin rendah Pajak Daerah yang diterima, semakin 

rendah pula peneimaan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan suatu wilayah. 

Selain itu menurut (Kondoj et al., 2024) Pajak Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang berarti bahwa penerimaan dari 

pajak daerah akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya dari pendapatan asli daerah. 

Jika penerimaan pajak daerah meningkat maka penerimaan dari pendapatan asli 
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daerah akan meningkat. Sedangkan menurut (Nurazizah, 2023) Pengaruh 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menunjukan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah berpengaruh negatif 

terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut menggambarkan jika penerimaan 

pajak daerah menurun maka penerimaan dari pendapatan asli daerah akan menurun 

Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1:  Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positf dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

2.3.1.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pusat dan Daerah, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas 

pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat atau sektor usaha. Berbeda 

dengan pajak, retribusi berhubungan langsung dengan layanan atau manfaat yang 

diberikan kepada pembayar. 

Pada tingkat provinsi, retribusi mencakup berbagai jenis layanan yang 

bersifat publik, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan retribusi 

dibedakan menjadi retribusi perizinan, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. 

Pendapatan dari retribusi ini langsung masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan menjadi sumber dana untuk mendukung kegiatan pembangunan 

serta penyediaan layanan publik. 

Menurut (Anggoro et al., 2023) penerapan retribusi utamanya 

mendistribusikan biaya barang dan jasa sesuai dengan manfaat yang diterima oleh 

pengguna. Retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung 

terhadap PAD. Semakin tinggi penerimaan dari retribusi daerah, maka Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) provinsi juga diharapkan akan meningkat. Retribusi merupakan 

salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil dan berpotensi memberikan 
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kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada 

provinsi dengan kegiatan ekonomi tinggi. 

 Hubungan positif antara retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

semakin tinggi retribusi yang dikumpulkan oleh provinsi, semakin besar pula 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, sehingga pemerintah provinsi 

memiliki lebih banyak dana untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan 

infrastruktur. 

Setiap peningkatan penerimaan dari retribusi daerah akan langsung 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mampu 

memaksimalkan pengelolaan retribusi secara efektif dapat mengandalkan sumber 

ini untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. 

Berdasarkan penelitian (Gulo, 2023) bahwa Retribusi Daerah secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Makin tinggi Retribusi 

Daerah makin tinggi pula PAD, demikian juga sebaliknya. Selain itu menurut 

penelitian (Kondoj et al., 2024) Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti bahwa penerimaan dari 

retribusi daerah akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya dari pendapatan asli 

daerah. Jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka penerimaan dari 

pendapatan asli daerah akan meningkat. Sedangkan menurut (Iqbal et al., 2023) 

Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, hal tersebut menggambarkan jika penerimaan retribusi daerah 

menurun maka penerimaan dari pendapatan asli daerah akan menurun. 

Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H2: Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

2.3.1.3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat 

PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, 
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hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk 

membiayai berbagai keperluan operasional dan pembangunan. 

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan pengertian pajak daerah dan retribusi 

daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah 

tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar, namun hasilnya dipergunakan 

untuk kepentingan publik. Pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, 

dan pajak rokok. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas 

jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau 

sektor usaha. Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi perizinan 

tertentu, dan retribusi jasa usaha. Kedua jenis penerimaan ini berfungsi sebagai 

sumber pendanaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi tersebut. 

Pajak daerah diharapkan berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil. Pajak 

ini memberikan pendapatan tetap yang dapat diandalkan oleh pemerintah provinsi 

dalam perencanaan anggaran. Retribusi daerah juga berkontribusi pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), meskipun sifatnya lebih fluktuatif karena tergantung pada 

layanan yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Retribusi 

memberikan kontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, jika 

dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber tambahan yang signifikan. 

Pajak Daerah dan Retribusi aerah secara teoritis memiliki hubungan positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin optimal pengelolaan dan 

peningkatan penerimaan dari kedua sumber ini, semakin besar Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang dihasilkan. Hal ini mendukung kapasitas pemerintah provinsi 

untuk mendanai program pembangunan dan layanan publik. 

Menurut penelitian (Kencana et al., 2022) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut 
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menggambarkan semakin besar penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

maka akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu 

menurut (Iqbal et al., 2023) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut benar-benar saling melengkapi dan tidak 

bisa sendiri-sendiri dalam menentukan naiknya Pendapatan Asli Daerah.  

Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3:   Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positf dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Gambar 2. 1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

2.3.2. Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan, maka 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

H2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah 

H3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah 

H3 + 

H2 + 

H1 + 
Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2) 

Pendapatan Asli Daerah (Y) 
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III BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2022). Sedangkan pengertian sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 

2022). 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adaah non-

probability dengan Teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah 

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2022). Pertimbangan tertentu digambarkan dengan orang tersebut dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Peneliti 

menggunakan Teknik purposive sampling karena peneliti memerlukan sampel yang 

spesifik, bukan representasi acak dari populasi secara umum. Sehingga 

menggambarkan dengan tepat variabel yang ditelti, peneliti mengambil semua 

populasi sebagai sampel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.  

 

3.2. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

3.2.1. Variabel Independen  

Variabel Independen adalah variabel yang digunakan dalam penelitian untuk 

mempengaruhi atau menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen 

(variabel yang diamati atau diukur). Peneliti menggunakan variabel independen 

sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu 

atau badan usaha kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang 

diterima secara langsung oleh pembayar. Pajak Daerah sebagai variabel 

independent karena mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara 
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langsung yang  berarti pajak bukanlah hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

melainkan sumber pendapatan yang membantu meningkatkan PAD.  

Pengukuran Pajak Daerah dilakukan dengan membandingkan antara 

realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target anggaran Pajak Daerah. 

Melalui pengukuran tersebut akan terlihat kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara 

langsung diberikan kepada individu atau badan usaha. Retribusi Daerah 

merupakan sumber pendapatan yang berfungsi meningkatkan kapasitas 

keuangan Pemerintag Daerah. Retribusi Daerah memiliki pengaruh langsung 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti adanya peningkatan 

dalam penerimaan Retribusi Daerah akan berpengaruh pada peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pengukuran Retribusi Daerah dilakukan dengan membandingkan antara 

realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan target anggaran Retribusi 

Daerah. Melalui pengukuran tersebut akan terlihat kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3.2.2.  Variabel dependen  

Variabel dependen merupakan variabel yang menunjukan hasil atas suatu 

perubahan yang disebabkan oleh variabel indepen. Dalam penelitian ini, variabel 

dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari wilyahnya sendiri 

yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Pengukuran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan melakukan perbandingan atas 

capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dengan target 

anggaran yang telah ditentukan. Melalui pengukuran tersebut akan terlihat 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai target anggaran Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan studi 

kepustakaan dengan menghimpun informasi dan data yang ada di perpustakaan 

dalam bentuk seperti dokumen dan buku sesuai dengan pokok bahasan dalam 

penelitian. Serta dengan melakukan pengumpulan data sekunder dengan cara 

mengakses data melalui website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

3.4.1. Analisis Deskripsi 

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan cara memilih data 

yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul melalui berbagai 

teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, peneliti  

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memberi gambaran objek 

yang diteliti untuk membantu memahami dasar, karakteristik dan kecenderungan 

sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Berdasarkan data yang didapatkan 

deskripsi bagaimana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh 

terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3.4.2. Analisis Inferensial 

Penilitian ini menggunakan metode analisis kuantitaif yang mana analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik parametrik. 

Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, 

atau menguji ukuran populasi melalu data sampel (Sugiyono, 2017). Model yang 

digunakan dalam analisis ini adalah model regresi liner berganda. Analisis regresi 

linier berganda merupakan model analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel 

independen. Menurut (Ghozali, 2018) Analisis regresi selain mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. 
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Dalam penelitian ini model regresi linier berganda dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terhdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tinfkat signifikansi 0,05. 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏₁𝑋₁+𝑏₂𝑋₂+𝑒  

Keterangan :  

Y  : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

a  : Konstanta  

𝑏₁  : Koefisien Regresi Pajak Daerah 

X₁ : Pajak Daerah 

𝑏₂  : Koefisien Regresi Retribusi Daerah 

X₂  : Retribusi Daerah 

e  : Kesalahan Regresi 

Sebelum menggunakan model regresi linier berganda tersebut, maka perlu 

dilakukan pengujian sebagai berikut: 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018). Selaras dengan (Priyatno, 2014) Uji 

normalitas perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi  normal atau tidak. Pada uji kali ini, dilakukan Uji normalitas dengan 

metode One Sample Kolmogorov-Smirnov,  untuk pengambilan keputusan apakah 

data terdistribusi normal atau tidak dengan membaca nilai signifikansi, apabila nilai 

signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal, atau sebaliknya. 

3.4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Mutikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah sebagai berikut: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan dalam model regresi empiris sangat tingi namun 

secara individual varaibel – variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Melihat korelasi antar variabel independen. Jika korelasi antar dua atau 

lebih variabel independen lebih besar dari 0,90, ini menunjukkan adanya 

multikolinearitas yang serius. 
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c. VIF digunakan untuk melihat apakah sebuah variabel independen 

berkorelasi kuat dengan variabel independen lainnya. Ghozali 

mengemukakan bahwa jika nilai VIF lebih dari 10, hal ini menandakan 

adanya multikolinearitas yang serius. Semakin tinggi nilai VIF, semakin 

besar masalah multikolinearitas yang ada. 

d. Tolerance adalah ukuran yang digunakan untuk melihat kebalikan dari VIF. 

Nilai tolerance dihitung dengan rumus Tolerance=1/VIF Tolerance = 1 / 

VIF Tolerance=1/VIF. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10, ini 

menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi, karena artinya variabel 

independen tersebut menjelaskan lebih dari 90% variabilitas dari variabel 

independen lainnya. 

Maka untuk dapat mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini 

menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut: 

a. Tolerance > 0,1 atau VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas antar 

variabel independen.  

b. Tolerance < 0,1 atau VIF > 10, maka terjadi multikolonieritas antar variabel 

independen 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksamaan varian residual (error) dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas 

terjadi jika varian residual tidak konstan (berubah-ubah) sepanjang pengamatan. 

Jika asumsi homoskedastisitas (varian residual yang konstan) tidak terpenuhi, 

maka model regresi bisa menjadi tidak valid atau kurang efisien. Maka dalam 

penelitian ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. 

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Jika hasil regresi menunjukkan bahwa ada variabel 

independen yang signifikan secara statistik (nilai signifikansi kurang dari 0,05), 

maka hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. 

 

 

 



III-6 
 

3.4.2.3. Uji Goodness of Fit (Uji Model) 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang 

disebabkan oleh variabel independen. R² adalah ukuran statistik yang digunakan 

untuk melihat seberapa baik data sesuai dengan model regresi yang dibuat 

(Ghozali, 2018). Nilai R² adalah rasio antara jumlah varians yang dijelaskan 

oleh model dengan total varians yang ada dalam variabel dependen. 

Maka dapat disimpulkan dengan Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1: 

a. Jika R² = 1, maka semua variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan 

sepenunya oleh variabel independen pada model. 

b. Jika R² = 0, berarti model tidak bisa menjelaskan variasi dalam variabel 

dependen sama sekali. 

2. Uji F 

Uji F merupakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis 

regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear 

terhadap X1 dan X2. Dalam penelitian ini Uji F digunakan menguji signifikansi 

bagaiamana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

F hitung dibandingkan dengan F tabel yang didapatkan menggunakan 

tingkat resiko dan signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria: 

a. Fhitung > Ftabel atau probabilitasi signifikansi <0,05, maka variabel 

independen secara simultan memperngaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

b. Fhitung < Ftabel atau probabilitasi signifikansi >0,05, maka variabel 

independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3.4.2.4. Uji Hipotesis (Uji T) 

Menurut (Ghozali, 2018), Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan varisi 

variabel dependen. 
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Pada Uji perhitungan (t-test) dibandingkan dengan menggunakan tingkat  

kesalahan 0,05, dengan kriteria: 

a. Thitung > Ttabel atau nilai signifikansi <0,05, maka secara parsial variabel 

indpenden tersebut memperngaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b. Thitung < Ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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IV BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 sehingga  data yang dipergunakan dalam 

penelitian sebanyak 5 sampel penelitian. 

 

4.2 Statistik  Deskriptif Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi 

daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada periode pengamatan tahun 2019-2023. 

Deskripsi variabel penelitian yang menggambarkan nilai minimum, maksimum, 

rata-rata dan deviasi standar dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Statistik Deskriptif Variabel 

 Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah 

N Valid 5 5 5 

Missing 0 0 0 

Mean 12,454,193,006,751.80 110,861,900,498.00 15,215,759,937,654.60 

Std. Deviation 1,214,813,568,623.840 19,534,705,482.964 1,378,299,794,473.012 

Minimum 11,139,173,309,780 91,634,269,205 13,668,282,278,855 

Maximum 13,976,642,716,351 139,377,038,536 17,012,509,421,006 

Sumber : Data sekuder yang diolah, 2025, Lampiran 2  

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah sampel penelitian (N) ada 5. 

Variabel pajak daerah secara keseluruhan memiliki rata-rata (mean) positif yaitu 

Rp. 12.454.193.006.751,80. Hal ini menunjukkan secara rata-rata 5 sampel 

kecenderungan mengalami kenaikan jumlah realisasi pajak daerah. Pajak daerah 

yang terkecil sebesar Rp. 11.139.173.309.780 di tahun 2020. Sedangkan pajak 

daerah yang terbesar Rp. 13.976.642.716.351 di tahun 2023. Nilai standar deviasi 

1.214.813.568.623,840 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan 

perbedaan pajak daerah antar sampel penelitian yang relatif jauh. 

Variabel retribusi daerah secara keseluruhan memiliki rata-rata (mean) positif 

yaitu Rp. 110.861.900.498,00. Hal ini menunjukkan secara rata-rata 5 sampel 

kecenderungan mengalami kenaikan jumlah realisasi retribusi daerah. Retribusi 
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daerah yang terkecil sebesar Rp. 91.634.269.205 di tahun 2021. Sedangkan retribusi 

daerah yang terbesar Rp. 139.377.038.536 di tahun 2023. Nilai standar deviasi 

19.534.705.482,964 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan 

perbedaan retribusi daerah antar sampel penelitian yang relatif jauh. 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan memiliki rata-

rata (mean) positif yaitu Rp. 15.215.759.937.654,60. Hal ini menunjukkan secara 

rata-rata 5 sampel kecenderungan mengalami kenaikan jumlah realisasi PAD. PAD 

yang terkecil sebesar Rp. 13.668.282.278.855 di tahun 2020. Sedangkan PAD yang 

terbesar Rp. 17.012.509.421.006 di tahun 2023. Nilai standar deviasi 

1.378.299.794.473,012 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel positif dan 

perbedaan PAD antar sampel penelitian yang relatif jauh. 

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap dependen dengan skala pengukuran dalam suatu persamaan 

linier. Hasil persamaan regresi  pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah  

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode pengamatan tahun                      

2019-2023 sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 
Hasil Pengujian Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 619974597280.915 1579728690558.649  .392 .733 

Pajak Daerah 11.257 .218 1.108 5.771 .009 

Retribusi Daerah 9.596 13.548 .136 6.708 .022 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5 
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           Y =  619.974.597.280,915 + 11,257 X1 + 9,596 X2 + e 

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas memberikan 

pengertian sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 619.974.597.280,915 berarti apabila pajak daerah 

dan retribisi daerah konstan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik. 

2. Nilai koefisien regresi pajak daerah (b1) sebesar 11,257 dan bertanda positif 

(+) hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak daerah naik, maka Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) akan meningkat. 

3. Nilai koefisien regresi retribusi daerah (b2) sebesar 9,596 dan bertanda 

positif (+) hal ini menunjukkan bahwa apabila retribusi daerah naik, maka 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. 

4.3.2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji untuk mengetahui apakah model regresi 

variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak dapat dilihat menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.  

Tabel 4. 3 

Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 5 

Normal Parametersa,b Mean .0026550 

Std. Deviation 180895983507.34

930000 

Most Extreme Differences Absolute .236 

Positive .236 

Negative -.206 

Test Statistic .236 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa tingkat signifikan variabel penelitian 

0,200 > 0,05 maka model regresi terdistribusi normal, oleh sebab itu dapat 

dilakukan pengujian selanjutnya. 
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4.3.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan 

kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  untuk periode pengamatan tahun 2019-2023 

dengan uji Glejser sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -474909672244.429 325208432171.110  -1.460 .282 

Pajak Daerah .093 .045 1.701 2.065 .175 

Retribusi Daerah -4.764 2.789 -1.407 -1.708 .230 

a. Dependent Variable: ABS 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 4 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas tidak terjadi heteroskedastisitas karena 

tingkat signifikan semua variabel pajak daerah dan retribusi daerah di atas 0,05.  
 

2. Multikolinieritas 

Pengujian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang 

"sempurna" atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen yang 

menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen.      

Tabel 4. 5 

Pengujian Multikolinieritas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pajak Daerah .234 4.281 

Retribusi Daerah .234 4.281 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui model regresi yang bebas 

multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen pajak 

daerah dan retribusi daerah mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. 

4.3.4. Uji Goodness of Fit (Uji Model)  

1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) dimana dalam penelitian ini menggunakan R 

Square mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi  pengaruh 

pajak daerah dan retribusi daerah  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

untuk periode pengamatan tahun 2019-2023  dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 4. 6  
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .991a .983 .966 255825553254.915 

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5   

Berdasarkan  tabel 4.6 di atas  hasil uji regresi  didapatkan angka 

koefisien R Square  sebesar 0,983. Hal ini berarti bahwa sebesar 98,3% 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi 

daerah. Sedangkan sisanya 100% - 98,3% = 1,7% dijelaskan oleh variabel lain 

di luar model pajak daerah dan retribusi daerah.  
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2. Uji Model (uji F) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan kelayakan model persamaan 

regresi.  

Tabel 4. 7  

Hasil Pengujian Model 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 746794786638102

1000000000.000 
2 

373397393319051

0500000000.000 
57.054 .017b 

Residual 130893427396367

080000000.000 
2 

654467136981835

40000000.000 
  

Total 759884129377738

8000000000.000 
4    

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui hasil F hitung 57,054 > F 

tabel 5,79 dan tingkat signifikan  0,017 < 0,05 sehingga Hipotesis ke tiga (H3) : 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dapat diterima atau dikatakan bahwa regresi layak digunakan 

dalam penelitian.  

4.3.5. Uji Hipotesis (Uji t) 

Menggunakan uji t  untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen.  

Tabel 4. 8 

Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji Parsial (Uji t) 

No Keterangan  t hitung t tabel Sig. Keterangan 

1 

 

 

2 

Pengaruh pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

 

Pengaruh retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

 

5,771 

 

 

6,708 

 

4,303 

 

 

4,303 

 

0,009 

 

 

0,022 

Positif dan 

Signifikan 

 

Positif dan  

Signifikan 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2025, Lampiran 5 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas  untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis 

dengan uji parsial  adalah :  

1. Hipotesis pertama (H1) :  Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar 

5,771 > t tabel 4,303 dan tingkat signifikan sebesar 0,009 < 0,05, maka  variabel 

pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), berarti  hipotesis pertama (H1), diterima. 

2. Hipotesis kedua (H2) :  Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar 

6,708 > t table 4,303 dan tingkat signifikan sebesar  0,022 < 0,05, maka  variabel 

retribusi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), berarti  hipotesis kedua (H2), diterima. 

 

4.4 Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2019 - 2023 

dihasilkan sebagai  berikut : 

4.4.1. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Hipotesis pertama (H1) :  Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar 5,771 > t 

tabel 4,303 dan tingkat signifikan sebesar 0,009 < 0,05, maka  variabel pajak daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti  

hipotesis pertama (H1), diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Mailindra (2022), Casroni, et al (2022), Putri (2022), Mardiani 

(2022), Kencana et al. (2022), Gulo (2023), Iqbal et al. (2023), Sakinah et al. (2023) 

serta Kondoj et al. (2024) yang menghasilkan pajak daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan asli yang bisa dikelola 

langsung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui badan pendapatan 
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daerah, mampu menggali potensi dan mengoptimalkan penerimaan pajak agar 

berfungsi sesuai tujuannya (Hidayati et al., 2024). Hal ini memungkinkan 

pemerintah daerah memperoleh dana untuk menjalankan pembangunan, pelayanan 

publik, dan pemeliharaan infrastruktur. Pajak daerah pada tingkat provinsi 

memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Peningkatan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara signifikan, yang pada akhirnya mendukung program pembangunan 

di tingkat provinsi. 

4.4.2. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Hipotesis kedua (H2) :  Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung sebesar 6,708 > t 

table 4,303 dan tingkat signifikan sebesar  0,022 < 0,05, maka  variabel retribusi 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

berarti  hipotesis kedua (H2), diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Gulo (2023) serta Kondoj et al. (2024) yang menghasilkan 

retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Menurut Anggoro et al., (2023) penerapan retribusi mendistribusikan biaya 

barang dan jasa sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna. Retribusi 

daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Semakin 

tinggi penerimaan dari retribusi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

provinsi juga diharapkan akan meningkat. Retribusi merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang relatif stabil dan berpotensi memberikan kontribusi langsung 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada provinsi dengan kegiatan 

ekonomi tinggi. Hubungan positif antara retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah semakin tinggi retribusi yang dikumpulkan oleh provinsi, semakin 

besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, sehingga pemerintah 

provinsi memiliki lebih banyak dana untuk mendukung pelayanan publik dan 

pembangunan infrastruktur. 
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4.4.3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

Hasil F hitung 57,054 > F tabel 5,79 dan tingkat signifikan  0,017 < 0,05 

sehingga Hipotesis ke tiga (H3) : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diterima atau dikatakan bahwa regresi 

layak digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Mailindra (2022), Casroni, et al (2022), Putri (2022), Mardiani 

(2022), Kencana et al. (2022), Gulo (2023), Iqbal et al. (2023) serta  Sakinah et al. 

(2023) yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk 

membiayai berbagai keperluan operasional dan pembangunan. Pada Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dijelaskan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah.   Pajak 

daerah merupakan pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah tanpa adanya 

imbalan langsung kepada pembayar, namun hasilnya dipergunakan untuk 

kepentingan publik. Pajak daerah di tingkat provinsi mencakup pajak kendaraan 

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak 

rokok. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau sektor 

usaha. Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, 

dan retribusi jasa usaha. Kedua jenis penerimaan ini berfungsi sebagai sumber 

pendanaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi tersebut. 

Pajak daerah diharapkan berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil. Pajak 

ini memberikan pendapatan tetap yang dapat diandalkan oleh pemerintah provinsi 

dalam perencanaan anggaran. Retribusi daerah juga berkontribusi pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), meskipun sifatnya lebih fluktuatif karena tergantung pada 

layanan yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Retribusi 
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memberikan kontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, jika 

dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber tambahan yang signifikan. 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teoritis memiliki hubungan positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin optimal pengelolaan dan 

peningkatan penerimaan dari kedua sumber ini, semakin besar Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang dihasilkan. Hal ini mendukung kapasitas pemerintah provinsi 

untuk mendanai program pembangunan dan layanan publik. 
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V BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah periode 

2019 - 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut  :   

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2019 - 2023. 

2. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2019 – 2023. 

3. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 

2019 – 2023. 

4. Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperpanjang waktu 

penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasi variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal 

ini dalam rangka melengkapi hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diambil 

kesimpulan tentang apa yang sebenarnya mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu mempertahankan bahkan 

meningkatkan lagi pajak daerah karena mempunyai pengaruh terbesar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu 

perlu dilakukan peningkatan dengan memperbarui data pajak dan memperluas 
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basis pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, 

meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah, meningkatkan sinergi antara 

pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam 

pengelolaan pajak daerah 

4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan lagi retribusi 

daerah karena mempunyai pengaruh terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu perlu dilakukan 

peningkatan retribusi daerah dengan strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Strategi intensifikasi meliputi: memperbaiki regulasi terkait 

perizinan, memaksimalkan objek retribusi yang sudah ada, memperbaiki 

kualitas pelayanan retribusi, meningkatkan intensitas pengawasan, 

memperbaiki sistem dan model pemungutan retribusi, meningkatkan kualitas 

SDM serta meminimalkan biaya operasional. Sedangkan untuk strategi 

ekstensifikasi meliputi: melakukan identifikasi dan pendataan objek retribusi 

baru, merumuskan kebijakan baru yang memerlukan peraturan serta 

memperluas ruang lingkup jenis retribusi yang ada. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I  LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 – 2023 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

TAHUN 2019 S.D. 2023 

 

Tahun 

Pajak Daerah (Rp) Retribusi Daerah (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2019 11.999.332.158.000 11.951.919.535.383 121.453.464.000 114.861.058.851 14.488.333.544.000 14.437.914.236.398 

2020 12.007.135.432.000 11.139.173.309.780 93.728.474.000 93.279.121.699 14.267.084.822.000 13.668.282.278.855 

2021 12.656.260.599.000 11.718.378.320.505 90.105.999.000 91.634.269.205 15.017.805.787.000 14.695.474.898.162 

2022 13.754.458.219.000 13.484.851.151.740 109.285.847.000 115.158.014.199 16.141.754.406.000 16.264.618.853.852 

2023 15.266.021.456.000 13.976.642.716.351 133.505.332.000 139.377.038.536 17.922.953.192.000 17.012.509.421.006 

Sumber: Data LRA BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang diolah 2025



 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019



 
 

 



 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020



 
 

 

 

 



 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021



 
 

 



 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022



 
 

 



 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023



 
 

 

 



 
 

LAMPIRAN  2  HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Frequencies Variabel 
 

Statistics 

 Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah 

N Valid 5 5 5 

Missing 0 0 0 

Mean 12,454,193,006,751.80 110,861,900,498.00 15,215,759,937,654.60 

Std. Deviation 1,214,813,568,623.840 19,534,705,482.964 1,378,299,794,473.012 

Minimum 11,139,173,309,780 91,634,269,205 13,668,282,278,855 

Maximum 13,976,642,716,351 139,377,038,536 17,012,509,421,006 



 
 

LAMPIRAN  3  HASIL UJI NORMALITAS 

 

UJI NORMALITAS 

 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 5 

Normal Parametersa,b Mean .0026550 

Std. Deviation 180895983507.34

930000 

Most Extreme Differences Absolute .236 

Positive .236 

Negative -.206 

Test Statistic .236 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 



 
 

LAMPIRAN  4  HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
Regression 
 

 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Retribusi Daerah, 
Pajak Daerahb 

. Enter 

a. Dependent Variable: ABS 
b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .826a .683 .366 52665136476.00879 

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 
 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1195010790926339100
0000.000 

2 
597505395463169

6000000.000 
2.154 .317b 

Residual 5547233200073263000
000.000 

2 
277361660003663

1600000.000 
  

Total 1749734110933665400
0000.000 

4    

a. Dependent Variable: ABS 
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -474909672244.429 325208432171.110  -1.460 .282 

Pajak Daerah .093 .045 1.701 2.065 .175 

Retribusi Daerah -4.764 2.789 -1.407 -1.708 .230 

a. Dependent Variable: ABS 
 



 
 

LAMPIRAN  5  HASIL UJI REGRESI BERGANDA 

 

UJI HIPOTESIS 
 

Regression 
 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Retribusi Daerah, 
Pajak Daerahb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 
b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .991a .983 .966 255825553254.915 

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 
 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 746794786638102
1000000000.000 

2 
373397393319051

0500000000.000 
57.054 .017b 

Residual 130893427396367
080000000.000 

2 
654467136981835

40000000.000 
  

Total 759884129377738
8000000000.000 

4    

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 
619,974,597,280.915 

1,579,728,690,558.64
9 

 .392 .733   

Pajak Daerah 11.257 .218 1.108 5.771 .009 .234 4.281 

Retribusi Daerah 9.596 13.548 .136 6.708 .022 .234 4.281 

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah 
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